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BUPATI TAPAI.IULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2olb

TEN'T'ANG

PENANGGULANGAN PENY,,\LAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

BUPA'II TAPAN,JLI SELATAN,

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar
Indonesia Tahun 1945.

a. bahwa penvalahgrrn,ran Narkotika berbahaya bagi
perkembangan sumber daya manusia dan merga.rcai-,
kehidupan bangsa dan :tegara;

b. bahwa penl,alahgu naa.r Narkotika di masyarakat Tapanuli
Selatan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan
pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan
terstruktur;

c. bahwa sesuai ketenturrn Pasal 4 peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahrrn 2013 tentang Fasilitasi pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah
daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika adalah merlyusun peraturan Daerah mengenai
Narkotika;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurui b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tenlang Penanggulanga:r penyalahgunaan
Narkotika.

Negara Republik

2. Undang-Un<lang Daru.at Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom l(abupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Su matera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia ' 'ahu n 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Nelara Repu rlik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomo. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
(l.embaran Negara Repr rblik lndonesia Tahun 19-97 Nomoi 10,
Tambahan Lembaran N,:gara Republik lndonesia Nomor 367 ll;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Repr:blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062l;

5. Undang-Undang Nomor. l2 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-rrrrdangan (Lembaran Nigara Republik
Indonesia Tahun 2011 l{omor 82, Tambahan tcmbaran N"ga."
Republik Indonesia Nomor 5234);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahar i l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahr-rn 20'l 5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lncionesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 201 1 tentang Wajib
l,apor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20,l1 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 52 1 1);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

9. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2013
tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
(Berita Negara Republil: Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

10. Peraturan Daerah Non:or 7 Tahun 20l6 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kr,bupaten Tapanuli Selatan (l,embaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281);

Dengan Persetu-iuan Bersama

DEWAN PERWAK]LA.N RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAF,ANULI SELATAN

dt,n

BUPAT] TAPAI.IULI SELATAN

MEMUTJSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAI'R\H TENTANC
PEI{YALAHGU NAAN NTiRKOTI kA.

PENANGGULANGAN

BAB I
I(ETENTU.,\N UMUM

Pasrrl 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penvr-.lenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menur.ut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 'l'ahr rn 194.5.

3. Pemerintah Daerah adalah Rupatr serragai unsur penvelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksana. n Llrusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

7 . Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegau ai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Apatur Sipil Negara.

9. BNNK Tapsel adalah Badan Narkotil<a Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.
1o. Narkotika adalah zat ataLl obar -vzrng berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun s{rmi sintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran. hilangnva rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan rlalrat menimbulkan ketergantungan vang
dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 1. Peredaran Gelap narkotika :rdalai'r st tiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyaluran atau penyerahan narkorik,r, baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan maupun pemindahtang;rnar, r'ang dilakukan secara tanpa hak
atau melawan hukum.

12. Psikotropika adalah zat atalr obat, ha k alamiah atau sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui r;elektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada a litifitas mental dan perilaku.

13. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau ba:ran vang ticlak termasuk daiam narkotika
dan psikotropika tetapi memiliki da1'a rdiktif kitergantungan.

14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan narkotika vang dibedakan dalam tabel
sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

15. Penanggulangan adalah upa-va dalarn mengatasi penyalahgunaan narkotika
yang meliputi pencegahan dan pene,nganan clengan melibatkan peran serta
masyarakat dan pemaneku kepentingi n.

i6. Penyalahgunaan adalah orang varg rnenggunai<an narl<otika tanpa hak atau
melawan hukum.

17. Ketergantungan adalah kondisi I ang <iitandai oleh dorongan untuk
menggunakan narkotika. sr-'cilra lerlls rnen€lrlls dengan takaran meningkat agar
menghasilkan efek yang sanr,t .lan ap rbila Dcnqgunaannl,a clikurangi dan atau
dihentikan secara tiba-tiba. n'enirnt,ul ran qe j:r1a fisik dan psikis .r,ang khas.

18. Pecandu narkotika adal:rh l<orb:in \..a tq menqgunakarl atau menyalahgunakan
narkotika dan dalam kead:L'rr;r ketcrga rtungan pada narkotika baik secara fisik
maupun psikis.

19. Pencegahan adaiah semua upava, us:rha atau tindakan yang ditujukan untuk
menghindarkan masyarakat dari penvalahgunaan dan pe.edaran gelap
narkotika.

20. Penanganan adalah upalra untuk melakukan tindakan pemulihan pada
penyalahgunaan/pecandu narkotika rnelalui rehabilitasi serta pembinaan dan
pengawasan.

21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu
untuk membebaskan pecandu dari l<et ergantungan narkotika.



22. Rehabilitasi sos'ial adalah suatu proses l<egiatan pemulihan secara terpadu,
baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

23. Institusi Penerima wajib Lapor .yang selanjutn-r,a disingkat IpwL adarah pusatkesehatan masyarakat, rumah sakit, cran/atau lembagi rehab itasi medis danrehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh l,emerintah.
24' wEib l,apor adalah. kegiatan melaporkan diri yang d akukan oreh pecandunarkotika yang sudah cukup umur atau keluarganyi, aanTatau o.angtua .tauwali dari pecandu narkotika ,r,ang belum cukup umur.
25. Satuan Pendidikan . adalah kelompok layanan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur formar, non formai dan informal padisemua jenjang.

26' Rumah Kos/Tempat pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalahrumah atau kamar yang disediakan untuk iempat tinggal dalam jangka waktutertentu bagi seseorang atau beberapa o.".rg d..rgil aipungut atau tidakdipungut bayaran, tidak termasuk tempat tiriggar t itua.ga, u3"t a rrot.t au.penginapan.

27. Asrama adalah rumah/tempat yang r;ecara khusus disediakan, yang dikelolaoleh instansi/yayasan untuk dihun-i ,iengan peraturan tertentu yang bersifatsosial di seluruh wilayah I{abupaten sr -r(abupaten Tapanuri Selatan.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor. ruang penjualan, ruang toko, ruanggudang, ruang penimbu.nan, pabrii<, .urr.,g i..tuka dan ruang" lainnya yangdigunakan untuk penyelenggaraan p..r""liu.., cli seruruh wilaiah Kabupatense- Kabupaten Tapanuii Selatan.
29. Hotel/Penginapan adarah bangunan k rusLrs 

'ang disediakan bagi orang untukdapat menginap/istirahat, memperole lr pela-r'anan. clan atau fasilitas lainnva
{."g?l dipungut bayaran, ter.masrrlr I angrrna, Iainn'a. orr-,g -".,5,r1,; Jk;i;;dan dimiliki oleh pihak vang sama, r<er irai-i untul< periokoon J"n perkantoran diseluruh wilayah Kabupaten sr,-Kabupa en .lapanr:li 

Selatan.
30 Badan Usaha adalah setiap barlar r h.l<um perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia -r,ang .vila-r.ah ker.1an1,a/ operasionai'nya berada

dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Sel ltarr
31. Media Massa adalah kanal, media,

dalam prosses komunikasi massa
elektronik dan media sosial.

saluran atau sarana yang dipergunakan
seoerti media massa cetak, media massa

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasa I 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgr.naan narkotika meliputi:
a. keagamaan;
b. kemanusiaan;
c. kesehatan;
d. perlindungan;
e. keamanan;
f. keadilan;
g. pengayoman;
h. ketertiban;
i. nilai-nilai ilmiah;
j. kepastian hukum;



k. kemitraan; dan
1. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan
terhadap penyalahgunaan narkotika agar clapat terselenggara secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan ;

b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan
narkotika;

c. membangun partisipasi masvarakzit untuk turut serta daiam upaya
penanggulangan terhadap penyalahgu r-raan narkotika; dan

d. menciptakan ketertiban dalam tala kehidupan masvarakat, sehingga dapat
mempeplancar pelaksanaan penarggulangan terhadap penyalahgunaan
narkotika.

I]AB II]
RUANG I,INGKUP

I'as,al 4

Ruang Lingkup pengaturan clalam Peraturan Daerah ini meliputi
a. antisipasi dini;
b. pencegahan;
c. penanganan;
d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
e. pasca rehabilitasi;
f. partisipasi masyarakat;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pendanaan.

BAts IV
ANTISIFASI DIN]

Pas ai 5

( 1) Pemerintah Kabupaten SESLI I
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kcw.:n an gan nla
yang berhubungan

melakukan
dengan

antisipasi dini
penanggulan ganterhadap segala kegiatan

penyalahgunaan narkotika.
(2) Antisipasi dini sebagainran:r <iimaksucl pada a1,at (1) meliputi upaya:

a. memasang papan pengumuman larangan penl,alahgunaan narkotika di
tempat yang mudah dibaca di lingt<ungan satuan pendidikan, badan usaha,
tempat usaha, hotel/ penginapan, tempat hiburan. satuan pendidikan dan
fasilitas umum lainnya;

b. ikut melaksanakan kampan-r,e rlan penyebaran informasi mengenai baha1,.a
penyalahgunaan narkotika;

c. meminta kepada karyarvan untuk iaenandatangani surat pernyataan di atas
kertas bermaterai yang men);atal{a- tidak akan mengedarkan, menggunakan
dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi karyawan di Badan
Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ t,enginapan dan tempat hiburan yang
dikelolanya;



d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan
narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan

e. membangun sarana prasarana dan sumber dava manusia pusat informasi
dan edukasi tentang penanggulangan pen-valahgunaan narkotika.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pas: 6

( 1) Pemerintah Kabupaten dan masl,arirkat melaksanakan upaya pencegahan
penyalahgunaan narkotika.

(2\ Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. pencegahan primer;
b. pencegahan sekunder;
c. pencegahan tersier.
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Pas rl 7

(1) Pencegahan primer sebagaiinana rlir.'raksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,
merupakan upaya untuk mencegah se reorang menyalahgunakan narkotika.

(2) Pencegahan Primer seiragirinrana riir raksud pada a-vat (1), dapat dilakukan
melalui:

a. pencegahan penyalahgunaan nar-k()rika sejak dini;
b. diseminasi informasi pengaruh penvalahgunaan narkotika; dan
c. advokasi pencegahan pe nyalahgr,rnaan narkotika di lingkungan instansi

pemerintah, keluarga, pendidikan, keagantaan dan kelompok rentan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai l pava pencegahan primer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d:atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal B

(1) Pencegahan sekunder sebagaimana drmaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,
merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari
ketergantungan narkotika.

(2\ Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan metorle, teknil< d:tn per-rdel<atan secara profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai u[aya pencegahan sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dar-r ayat (2), r:iatur dengan Peraturan Bupati.

Pas.rl 9

(1) Pencegahan Tersier sebagaimana rlinraksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c,
merupakan upaya pencegahan terl-rad tp penflguna vang sudah pulih agar tidak
mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika setelah menjalani
rehabilitasi medis dan sosial.



(2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasr,l 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

a. keluarga;
b. lingkungan masyarakatl
c. satuan pendidikan;
d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
e. instansi pemerlntah daerah, Jembaga l)emerintah cli Daerah cian DpRD;
f. badan usaha, tempat usaha, hotel/per rginapan clan tempat hiburan;
g. pemondokan dan/atau asrama;
h. media massa; dan
i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui keluarga

Pasr,l 1 l

Pencegahan melalui keluarga sebagaim;ina dimaksud dalam pasai 10 huruf a
meliputi:
a. memberi pendidikan keagamaan;
b. meningkatkan komunikasi dengan ar,ggota l<eluarga, khususnya dengan anak

atau anggota keluarga yang trnggal rlaiam satu rumah;
c. melakukan pendampingan kcpada itn lgota keluarga aear mempunyai kekuatan

mental dan keberanian nr.r1u l: menolal.: penvalahgunaan narkotika;
d. memberikan edukasi dan informasi -\,arlg benar kepada anggota keluarga

mengenai bahaya penyalahgtr naan rrar l<oLika; dan
e. membawa pecandu nari<otil<a ke IP\VL

Bagian.re€rrpat
Pencegahan l"le1alui L: ngkungan Masyarakat

P:rsi,l 1 2

(1) Pencegahan melalui lingkungan ma;yarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b dilakukan dcnl.an cara memberdayakan unsur-unsur
masyarakat untuk melaku kan kegiat:Ln pencegahan terhadap penyalahgunaan
narkotika.

(2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala
Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga
(RW), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh pemuda, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan permusyawaratan Desa
(BPD).
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(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana cliniaksud pacla a1,at (1) antara lain :

a. membentuk Tim penanggulangan baha1,'a narkotika berbasis masyarakat;
b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan

penghuninya agar tidak terjadinl,a penyalahgunaan narkotika;
c. membawa pecandu narl<otika ke IF'WL; dan
d. melaporkan dan berkooldinasi clengan aparat BNN/kepolisian setempat

apabila mengetahui adanl'a pen],al;rh gu naan narkotika.

Bagian kelima
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasr Ll I 4

(1)SKPD yang mempunyai tugas d.rn ranggung ja',r'ab di bidang pendidikan
bertanggung jawab atas pe)aksanaa r kampan-r.r:, penl'ebaran informasi dan
pemberian edukasi seb;rgaimrtnit dirna:<surl dalant pzrsal I 3 huruf a, huruf d dan
hurufe di satuan pendidikan sesuar d,ngan kerienangannya.

(2) Pengawasan terhadap pelal<sanaan 1<ebijal<an pencegahan penyalahgunaan
narkotika di lingkungan satuan pendi.likar-r sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 dapat mengikutsertakan Penl.,idik I'egarvai Negeri Sipil.

Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0
huruf c meliputi :

a. mengintegrasikan pengenalan narkotika kedalam mata pelajaran yang relevan
pada semua jenis dan jenjang Pendidil:an formal dan non formal;

b. memfasilitasi alat tes urine untuk de:r:l<si dini penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika di satuan pendiclikan ma:;ing-masirrg;

c. merujuk ke puskesmas/rumah sal it untuk dilakukan deteksi dini bagi
siswa/siswi yang terindikasi rnenggun.rkan zat adiktif;

d. menjadwalkan kegiatan pernbinaan pencegahan pen.r,alahgunaan narkotika
dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika
Nasional, SKPD, Organisasi Kemasvarakatan. Tokoh Agama darr Tokoh
Masyarakat;

e. menetapkan peraturan mengenai iebrtakan pencegahan penyalahgunaan
narkotika dan mensosialisasil<an di iingl<ungan satuan pendidikan masing-
masing;

f. membentuk tim/kelompok kerja satuirn tugas antisipasi narkotika pada satuan
pendidikan masing-masin g:

g. ikut melaksanakan kampan_\,e dan penyebaran informasi yang benar mengenai
bahaya penyalahgunaa:'r narkotika;

h. memfasilitasi layanan konsrr ltasi/kon seling bagi peserta didik yang memiliki
kecenderungan menyalahgun akan nar kotika;

i. berkoordinasi dengan orang tua/rvali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan
narkotika oleh peserta didik cli lingkungan satuan pendidikan;

j. melaporkan adanya indikasi peny;rlahgunaan narkotika yang te4'adi cli
lingkungan satuan pendrdil<an kepada pihak vang berwenang; dan

k. bertjndak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi
penyalahgunaan narkotika di lingkunllan satllan pendidikannya.



(3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler
atau ekstrakurikuier di satuan pendidikan.

Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penl,alahgunaan narkotika,
penanggung jawab satuan pendidikan vang bersangkutan dipat memberikan
hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-
undangan.

- 1) -

Pasz.! 16

(1) Apabila peserta didik terlibat pen'al rhgrrnaan narkotika, satuan pendidikan
wajib memberikan sanksi be.upa pen,bebasan sementara dari kegiatan belajar
mengajar dan memerintahkan pes€ rta didik tersebut mengikuti program
pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(2) Dalam hal peserta didik telah sei,rsai menjalani program pendampingan
dan/atau rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayit (I) satuan pendidikan
dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal l7

(1)Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, penanggung jawab
satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan Il.i t .gi"ta"
belajar mengajar dan/atau sanksi Lrin sesuai dengan ketentuan peraturan
peru ndang- undan gan.

(2) Datam hal peserta didik telah dinvr.rakan bebas oleh pengadilan dan f atau
selesai menjalani hukuman sebagai nana dimaksucl pada-ayat (1) satuan
pendidikan dapat menerima kembali p()serta c.lidik tersebut.

(1) Pencegahan yang dilakukan melalui rr.ganisasi kemasvarakatan
dimaksud dalam Pasal l0 huruf d, ant.iia lain :

Bagian r ieenam
Pencegahan melalui Orgrinisasi Kemasyarakatan

Pasa i 18

Pasal 19

sebagaiman a

a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penvebaran informasi mengenai bahaya
penyalahgunaan narkotika; dar-r

b. menggerakkan kegiatan sosia. mas),arakat melarvan peredaran
penyalahgunaan narkoti ka di u,ilay.rh masing_ masing.

(2) Peran serta organisasi kemasyarakat.in sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dapat dilakukan secara mandiri arau bekeqa sama dengan pemerintah
kabupaten serta pihak swasta.

Setiap anggota organisasi kemasl'arakatarr wajib segera meraporkan kepada pihak
yang berwenang/berwajib apab a mengelthui ada indikasi te4adi penyalahgunaan
narkotika dilingkungannya.
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Bagian {etuj uh
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah,

Iembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasirl 20

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah clan DpRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:
a. komitmen dalam melakukan

narkotika; dan.
upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan

b mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan
keq'anya dan/atau kepada masyarakar sesuai dengan keu.enangannya.

(1)Setiap pimpinan instansi pt-.merintah riaererh dan lembaga pemerintah di daerahwajib melakukan upa-1,a p.'ncegaha ir terhadap pen- alahgunaan narkotika
dengan melakukan pengawasan terha( 

^p 
Jingkungan l<erjanyi agar tidak terjadi

peredaran gelap dan pen-r,a)ahgunaa n rtarkotika.
(2) Pengawasan terhadap lingkrrngan l<er ja sebagaimana dimaksud pada ayat (r )dilakukan antara lain dengan cara:

a. meminta kepada pegau'ai cii lingr Lrngarr kerjan'a unt.k menandatangani
surat pernyataan d j atas kertas ircrmarcrai J,ang menvatakan tidak akan
mengedarkan dan/ataLr menl'arrrhgu.ar<an narr<otika selama menjadi
pegawai;

b. ikut melaksanakan sosialisasi/ r rampan.ve dan penyebaran informasi
mengenai bahaya penval.rhgunitar r narl<otika secari sendiri atau bekerja
sama dengan dinas/ lembaga terl<aj ::

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di
tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;

d. melaporkan adanya indikasi penvalahgunaan narkotika yang terjadi di
lingkungan ke{anya kepada pihak oerwenang; dan

e. melaksanalan tes narkotika sewaktu-waktu.

Pase,l 21

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dapat menetapka n persvaratan clalam penerimaa, calon
Pegawai Negeri sipil Daerah. calon Kepala Desa. dan pegawai Negeri Sipil yang
akan menduduki Jabatan Struktrtral di lingkur-rgan SKpD, antara lain :

a' memiliki surat keterangan bebas nark.tika, dari BNNK Tapsel atau rumah sakit
milik pemerintah daerah;

b. menandatangani surat Jlernvataan rli rtas kertas bermaterai yang menyatakantidak akan mengedarl<an rian/atau mr:n1 al^hgunakan nart<o"trt<a, selama
menjadi calon Pegawai Neger.i Sipil, r )alor.r Iiepali Desa, pegawai Negeri Sipilyang..akan menduduki Jabatan st^iliturar cran bersecria alaturri hukumandisirlin maupun pida,'ra sesuai clerrgan rietentuan peratu"ran perundang-
undangan jika terbukti melakr_rkan pen lalahgunzran narkotika; dan

c. melaksanakan tes narkotil<a sewaktrr-r, aktu.
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Paszrl 23

(1) Pimpinan DPRD wqiib melakukan upaya pencegahan terhadap penyaiahgunaan
narkotika dengan melakukan penga*asan terhaclap lingkungan kerjanya agar
tidak teg'adi penyalahgunaan narkotika.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aj,at (1) dilakukan dengan cara:
a. meminta kepada pimpinan dan anggota DpRD untul< menandatangani surat

pernyataan di atas bermeterai .var-rg menyatakan tidak akan mengedarkan
dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pimpinan dan
anggota DPRD;

b. ikut melaksanakan kampanve rian penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya pen,valahgunaan narkotika;

c. memasang papan pengLlmuman larangan pen,r,alahgunaan narkotika di
tempat yang mudah dibaca rii ling}. Lrngan kerjanya;

d. melaporkan adanya indikasi pen'arahgunaan narkotika yang te4adi di
lingkungan kerjanya kepada pihak l>em,enang; dan

e. melaksanakan tes narkotika sewaktu-q,aktu.

Perranggungjawab badan usaha, tempar usaha, hotel/penginapan dan tempat
hiburan sebagaimana dimaksud dalam pirsar 10 huruf r, tert<1wa;iuan melakukan
pengawasan terhadap usaha yang dikelolan,va agar tidak terjadi penyalahgunaan
narkotika antara lain :

a. meminta kepada karyau.an u ntuk m.,nandatangani surat pernyataan di atas
kertas bermaterai yang men.vatal<a rr tidak akan -".,g"d..i.^., dan/atau
menyaJahgunakan narkotika selama nrenjardi kan,arvan cli bidan usaha, tempat
usaha, hotel/penginapan dan tempat I rburan -vang ciikelolanya;

b. ikut melaksanakan kampanr,rr clan pe,r-r,ebaran informasi yang benar mengenai
lqhaya penyalahgunaa, nar-i<ctika sr cara senrlir-i atau bekerja sama dengan
dinas/lembaga terkait;

c. memasang papan penglimlin,an laran lan penYerlahgunaan narkotika di tempat
yang mudah dibaca di lingkurgan kr:ry.rn1,a:

d. melaporkan adanya inclir<asi penyr.lahgunaan narkotika yang tery'adi di
lingkungan kerjanya kepada pihak ber venang; dan

e. bertindak kooperatif dan proaktif l<ei;ada aparat penegak hukum dalam hal
teladi penyalahgunaan narkotika cli lingkungan bidan usaha, tempat usaha,
hotei/ penginapan dan tempat hiburan rnilik.rr.a.

Bagian Xedelapan
Pencegahan melalui Bad:.n Usaha, Tempat Usaha,

Hotel / Penginapan cian Tempat Hiburan

Pas:rl 24

Bagtan Kcsembilan
Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 25

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 huruf g berkewajiban meral<u iian penga\\,asan terhadap pemondokan
dan-/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dij;dikan tempat penl,alatrgunaan
narkotika dengan cara:
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a. membuat peraturan yang melarang acitn_va kegiatan penr,alahgunaan narkotika
di lingkungan pemondokan darl / atar r asrama selta menempatkan peraturan
tersebut di tempat yang mudah dibaca;

b. ikut melaksanakan kampan\.e dan penyebaran informasi yang benar mengenai
bahaya penyalahgunaan narkotika;

c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya
untuk menandatangani surat pern_\'ataan di atas kertas bermaterai yang
menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menSralahgunakan narkotika
selama menghuni pemondokan;

d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di
lingkungan pemondokan dan/atau asi.ama yang dikelolanya kepada pihak yang
berwenang; dan

e. bertindak kooperatif dan proaktif l<epada aparat penegak hukum jika terjadi
penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama vang
dikelolanya.

Bagian K:sepuh,rh
Pencegahan rnelalui lliedia Massa di Daerah

P:rsi,l 26

Media Massa di Daerah sebagaimana dimal<sud dalam pasal 10 huruf h,
berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkotika antara lain :

a. melakukan kampanye dan penr cbaran informasi mengenai baha1,.a
penyalahgunaan narkotika;

b. menolak pemberitaan, artikel, tay, rngan ]iang dapat memicu terjadinya
penyalahgunaan narkotika; d an

c. melakukan peliputan kegiatan 1ar.g berkaitan dengan pencegahan dan
penanggulangan terhadap peuyalahgu:taan narkotika.

Bagian l.esebelas
Pencegahan melaiui Tempat Ibadah

P:is:.i 27

Pencegahan mela-lui tempat ibad:rh sebagrrimana climaksucl dalam pasal 1o huruf i,
dilaksana-kan melalui:

a. menghimbau para jamaahnv.i untul( t rlak menggunakan dan menyalahgunakan
narkotika;

b. membuat pengumuman rertang la. anga. penyalahgunaan narkotika dan
menempatkannya di tempat -r,ang mud.rh dibaca; dan

c. memasukkan unsur narliot ika d:rll n'r 1-rcrr-r'ampaian materi khutbah atau
ceramah kepada para jamaahnva.



- t3 -

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerjma Wajib Lapor

Pzrs:.1 28

Pasa I 29

Pasa i 30

dan kew,enangan di bidang

rehabilitasi medis atau standar

pada ayat (2) hurufa sekurang-

(1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medisdan rehabilitasi sosiar pecan.iu ,ar'kotika ,r,ang sudah cukup umur atau
keluarganya, dan/atau orangtua atau rvari aari pecandu narkotika yang berum
cukup umur wajib melaporkan kepacla ipWL.

(2) lPwL sebagaimana dimaksu<i pacia a,v:,t (1) harus memenuhi persyaratan:
a. ketqnagaan yang memiliki kr ahlian

ketergantungan nar]<otika I dan
b. sarana yang sesuai clengan strLndar

rehabilitasi sosial.
(3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana,.limaksud

kurangnya memiliki
a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;c keterampilan melakukan konsering dasar kitergantungan narkotika; dand. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehibilitasi berdasarkan jenis

narkotika yang digunakan.

(1)P.ecandu narkotika yang telair mcl:rp, ri-kar-r cliri atau dilaporkan kepada IpwL
diberi kartu lapor diri setelah menjalar,i as€rsmen.

(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksu.l pacla avat (l) berlaku untuk 2 (dua) kali
masa perawatan.

(3) Dalam ha1 IPWL tidak merniiir<i kemampuan untuk melakukan
pengobatan/pera\.\,atan tertentu se;uai rencana rehahilitasi atau ataspermintaan pecandu n^rl<otilia, oralll rLla. r'ali atau kelrrargan,r,a, IpwL harus
melakukan rujukan kepacl a i. stitu si la r n .r'zL. p men-riliki kema=mpuan.

(4) Pecandu narkotika 1'ang seclang nrer iala.i pengobatan/ pera\ ratan di rumah
sakit/fasiiitas pelayanan kesehatan iai.rnva rvajib melaporkan diri kepada IpWL.

(1) IPWL sebagaimana dimaksr-rd dalam pasal 28 wajib melakukan asesmen
terhadap pecandu narkotika untuk me,getahui kondisi pecandu narkotika.

(2) Asesmen sebagaimana ciimaksucl pada ayat (r ) meliputi aspek medis dan aspek
sosial.

(3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek s.sial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan cara wa\.,,,ancara, observasi, serta pemeriksaan fisik danpsikis terhadap pecandu narl<otika.
(4) wawancara sebagaimana_ dimaksud p rda a-vat (3) meliputi riwayat kesehatan,riwayat penggunaan 

-narkotil<a, rirvar at pengobata, d'an pera.iuatan, riwayat
keterlibatan pada tindak ]<riminalitas, riu.a'at psikiatris, serta riwayat keluaiga
dan sosial pecand u narkor ika.



(5) observasi sebagaimana dimaksud pada a),a1 (3) meliputi observasi atas perilaku
pecandu narkotika.

Pasal 3 1

(1) Hasil asesmen dicatat pada rekam
pecandu narkotika.

medis atau catatan perubahan perilaku

Bagian Kedua
Rehalrrlitasi
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Pasa I 32

terhadap penvalahguraan narkotika dilaksanakan melalui

(2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia danmerupakan dasar dalam rencana rehab itasi terhadap peca'du narkotika yangbersangkutan.

(3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana d imaksud pada avat (2) disepakati orehpecandu narkoLika, orangtua/wali/ ke ruarga pecandu narkotiia dan pimpinan
IPWL.

(1) Penanganan
rehabilitasi.

(3) Guna melaksanakan Rehabilitasi
Pemerintah Kabupaten dan Instansi
berikut :

(2) Rehabilitasi sebagaimana climaksr_rrl pa.la a1,a1 (l ), meliputi:
a. tindakan medik unttrl< meiepasi<rln pengguna nar]<otika dari ketergantungan

narkotika;

b. tindakan terapi untuk rnelepask rn pecandu dari kelebihan dosis dangejala putus zat;

c. tindakan untuk mengatasi keracun an/intokdikasi akut dari narkotika; dan
d. tindakan pascadetoksifikasi berup^ pemulihan secara terpadu baik secara

fisik, mental maupun sosial.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
:erkait dapat melakukan upaya sebagai

a. meningkatkan kesadara, mas-ya.al:at untlrk melaksanakan wajib lapor guna
r.nendapatkan rehabi I i tasi ;

b. menyelenggarakan pela_yanarr reh abilitasi medis dan rehabilitasi sosial
kepada penyalahguna. korban pen,r. rlahgun aan clan pecandu narkotika;

c meningkatkan kapasitas lembaga
dengan skala prioritas berdasa
narkotika; dan

ehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
kerau,anan daerah penyalahgunaan

penyaiahguna, korbanb. meningkatkan pentbinaan l<t.pi,da nrantan
penyalahgunaan, dan pencanclu nar l<otika.



Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi

Pas:Ll 33

(1) Guna mendapatkan bantuan medis, rntervensi psikososial dan informasi yang
diperlukan untuk meminimalisasi resiko vang dihadapinya dan memperoleh
rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada iembaga rehabilitasi
medis dan/atau rehabilitasi sosial setclah menjalani proses asesmen.

(2) l,embaga rehabilitasi medis dan/atau rehabiiitasi sosial sebagaimana dimaksucl
pada ayat (1) ditetapkan sesuai d.'ngan ketentuan peraturan perunclang-
undangan.
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Pas:,1 34

(1) Pengguna/pecandu yang tersangkut r rasalah hukum dapat menunjukan kartu
lapor diri kepada pihak.vang beru a.jib untuk segera dilakukan rujui<an kembali
kepada lembaga/ institu si yang menge, Lrarkan kartu lapor diri tersebut.

(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2
(dua) kali tertangkap.

(3) Kewajiban menjaiani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi
pengguna/pecandu narkotika yang tirrsangkut masalah hukum
dimaksud pada ayat (1) diperintahkan lrerdasarkan:
a. putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan

tindak pidana narkotika;
b. penetapan Pengadilan jika peca:rclu narkotika tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana narkor_ik.r.

(4) Pecandu narkotika yang sedang menj.rlanl proses peradilan dapat ditempatkan
dalam lembaga rehabilitasi mi:dis cian. irtau rehabilitasi sosial.

(5) Penempatan dalam lernbaga rehabil tasi meclis dan/atau rehabilitasi sosial
sebagaimana dimaksud paila av:rt (4) mcrlrpakan ker.venangan penyidik,
penuntut umum atau hakim se sur,r dengan tingkat pemeriksaan setelah
mendapatkan rekomendasi cl,iri l'im A;r:smen Terpaciu.

sosial bagi
sebagaimana

Pasirl 35

(1)Setiap penl'elenggara prograrn rehabiritasi harus menyusun standar prosedur
operasional penatalaksanaan rehabilit rsi sesuai dengan jenis dan metode terapi
yang digunakan dengan mengacu pade stanclar dan pecloman penatalaksanaan
rehabilitas.

(2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan- perubahan
perilaku atau dokumen rekam medis.

(3) catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

(4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis
sebagaimana dimaksud pada a,vat (3r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.



BAB VII
PELAPORAN. MONITOiIING DAN EVALUASI

Bagian l{esatu
Pelaporan

Pasal 36

(i) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada
Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Drnas Sosial.

(2) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
nterupakan sumber data/ informasi kegiatan IPWL.

(3) Pelaporan data/informasi pecandu narl<otika sebagaimana dimaksud pada a1,at
(1) disampaikan dengan cara:

a. IPWL yang berada di Daerah memirerikan laporan kepada Dinas Kesehatan
untuk rehabilitasi medii< rlan Dina ; Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan
tembusan laporan disan:pirikan ke l\N:

b. IPWL yang berada dr Daerah memlrerikan laporan kepada Dinas Kesehatan
dan Dinas Sosial dengan tcml>us:rn rJisampail<an kepacla BNN;

c. data/informasi Kegiatarr iP\\IL dz r-i Dinas liesehatan dan Dinas Sosial
dilaporkan kepada Dinas i(esehata r clan Di.as Sosial setiap bulan dengan
tembusan disampaikan l<epada BNI t;

d. dalam hal BNN men'elenggaraka;r sendiri kegiatan IpwL laporan setiap
bulannya disampaikan kepada Dinz s Kesel-raran dan Dinas Sosiil; dan

e. data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Daerah bersumber dari Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosi:rl dilapor <an l<epada Bupati.

(4) Bupati melaporkan Kegiatan iPWL Dae,'ah kepada Menteri Dalam Negeri dengan
tembusan disampaikan kepada:

a. menteri Kesehatan;
b. menteri Sosial;
c. badan Narkotika Nasional: dan
d. kapolri melalui kapolres.

(5) Data/lnformasi pecandu narkotika .;ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dalam bentul< rel<apitulasi r ata paling sedikit memuat:
a. jumlah pecandu narkodl<a vang ciit:,ngani;
b. identitas pecandu na rkotilia;
c. jenis zat narkotika yang disalahgtrn rkan;
d. lama pemakaian;
e. cara pakai zat;
f. diagnosa; dan
g. jenis pengobatan / rii,r'a\.a r pera$ara r atarr rehabilitasi vang dijalani.
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Pasai 37

Laporan sebagaimana dimaksud daiam p rsal 36 avat (4) menjadi bahan eva]uasi
darr penyusunan kebijakan lebih lanjur.
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Bagian Kedua
Monitorin g < ian Evaluasi

Pasr'l 38

(1) Dalam rangka monitoring dan evaluasr Bupati dapat membentuk tim monitoring
dan evaluasi pelaksanaar-r u,aj ib liipor .,-ang djketuai oleh Asisten yang
membidangi Administrasi Pembangu nan dan Kesejahteraan Rakyat dengan
beranggotakan Dinas Kesehatar-r. Diras Sosial. BNN dan Direktur Narkoba
Polda/ Kasat Narkoba Polres.

(2) Kegiatan pelaksanaan u'ajilr lapor sebagaimana climaksud pada ayat (l )
meliputi:

a. penerapan prosedur rva.jib lapor;
b. cakupan proses wajib lapor;
c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
d. kualitas layanan IPWL;
e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; danf. jumlah prevalensi pecandu dan ltevalahgunaan narkoba.

BAB VIII
PASCA RE]lABILITAS]

Pas:.1 39

Pasr.l 40

(1) Terhadap pecandu narkotika vang telr h selesai menjalani rehabilitasi dilakukan
pembinaan dan penga\r,asirn ser.ta pendampingan berkelanjutan dengan
mengikutsertakan masyara kat.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Bupati melalui SKPD terl<ait.

(3) Dalam rangka pembinaan dan penga .r.asan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Bupati dapat membentul< tim peL ksana pembinaan dan pengawasan yang
diketuai oleh BNN dan beranggotal<zrn -iKpD terkait.

(a) Tim sebagaimana dimaksr-rrl pada ar at i3) bertanggungjarvab kepada Bupati.

(1) Pembinaan dan pengaw:rsan sebi.gaimana climaksud dalam pasal 39
dimaksudkan untuk memotivasi pe< ar.ciu pasca rehabilitasi agar dapat menggali
potensi diri, meningkatkan kepercalar.n diri dan membangur masa depan lranglebih baik.

(2) Dalam rangka mewujuclkar-r liegiatan rasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pecandtr pasca r( habilitasi dapat dilakukan:
a. pelayanan untuk memperoleh kese mpatan kerja;
b. pemberian rekomendasi untuk nrel.rnjutkan pindidikannya; danc. kohesi sosial.

(3) Pelayanan untuk memperoleh keterar:rpilan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh SKI ,D 

5,ang membidangi tenaga ke4.a.
(4) Pemberian rekomendasi untr-r k melanj -.rtkan penciidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dila]<sarakan olr h SKpD 
'ang membidangi pendidikan.

(5) Kohesi sosial sebagaimana rlrmaksLrri pacla a-var {2) huruf c dilaksanakan oleh
SKPD yang membidangi sosial.
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BAI] IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 4 1

(1) Masyarakat mempunyai_hak dan tanggungiawab dalam upaya penanggulangan
penyalahgunaan narkotika serta preku rsor narkotika.

(2) Y."k .dan tanggungiawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:
a- mencari, memperoleh dan membt:rikan informasi tentang adanya dugaan

tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
b. memperoleh pelayanan daram lrencari, memperoleh dan memberikan

informasi tentang adanl,a dug:ran rinclal< piciana narkorika serta prekursor
narkotika;

c. menyampaikan saran clan pencirpat secara bertanggungiawab kepada
penegak hukum atau BNN yang m(.rangani perkara tinclak pidana narkotika
serta prekursor narkotika:

d. memperoleh jawaban rlan saran rentang laporan yang diberikan kepada
penegak hukum atau BNNI

e. memperoleh perlindurrg;rn h,.rk-rm pada saat ),ang bersangkutan
melaksanakan haknva atau clim;nt:r harlir clalam p..r*""-pe.:*dilan; dan

f. melaporkan kepada pe.i;rbat -\,ang lri)11\'frn,tng atall BNN apabila mengetahui
adanya penyalahgunaan narkorilla sert;t ltr.ekursor narkotika.

Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan politik melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaal
narkotika sesuai dengan kerven an gannya masi ng- masin g.

BAIJX
PEMBINAAN DAi{ PENGAWASAN

Pasa I 42

BAF XI
PENDANAAN

Pasa 43

Pembiayaan atas pelatsanaan l<egiatan pe,tanggu larrgan pen-valahgunaan narkotika
bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg,ira (ApBN);
b. Anggaran Pendapatan dan ReJanja Dae.ah (ApBD); dan
c. Sumbangan dari pihak lain vang ticlak r-rengikat.

BAB,\II
PDL;\Pr )RAN

Pasa.44

(i)Camat melaporkan penyelenggara;rn penanggulangan
narkotika lingkup Kecamatan Kepada t,upati.

(2) Bupati melaporkan pen,r,elenggarrran penanggulangan
narkotika lingkup Kabupaten l(epada lr.lenteri Dalam Negeri.

penyalahgunaan

penyalahgunaan

dilaku kan(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada a.1,at (t ) dan ayat (2)
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau seu,aktu-rvaktu jika diperlukan
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasr,l 45

(1)Dalam rangka penanggulangan pcnvalahgunaan narkotika, Pemerintah
Kabupaten dapat mengambil tindak:rn administratif terhadap badal usaha,
tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau
asrama di daerah yang tidak memenrrhi keu,ajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada a],'at (l ) berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. denda administratif; darr
e. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pener'.rpan tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a, b, c, r, dan e diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

P:is:.1 4(r

Peraturan Daerah ini mulai br:rlaku pr rla tanggal rliundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. nrcmenntal-rkan pengundangarr
Daerah ini dengan penemnatann_va dalam [,embaran Daerah
Tapanuli Selatan.

Peraturan
Kabupaten

Ditetapkan di Sipirok
1;ada ranggal za DetefiEcR 2016
I]UPATI TAPANULI SELATAN,

<.-

S UL M. PASARIB
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah
Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha,
tempat usaha, hotel/penginapan da', tempat hiburan, pemondokan dan/atau
asrama di daerah yang tidak memenuhi kew.ajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 darr Pasal 25.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. denda administratif; dan
e. pencabutan izin usal-ra.

(3) Ketentuan lebih lanjut menger-rai perlelapan tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hur.uf a, Lr, r:, r. da, e dratur dengan peraturan Bupati.

BAB XlV
KETENTUAN PENUTUP

Paszr I 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, nremenntahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempatannlra dalam Lembaran Daerah
Tapaluli Seiatan.

Peraturan
Kabupaten

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal ?o oe! eHDce 24Y5

BUPATI TAPANULT SELATAN,

ttd

SYAHRUI- ]VI. PASARIBU

Diundangkan
pada tanggal

Sipir k

SEKRETARIS BUP,,\'I'EN,

/

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPAN'JLI SELATANTAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERI\H IGBUI,ATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMAETRA UTARA (269 / 20 16)
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah
Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha,
tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau
asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentia-n sementara kegiatan;
d. denda administratif; dan
e. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 7o D€9E4Be3- 2olG
BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundan
pada tanggal mb€?-"olb

dis
7o

I

SEKRETARIS AE KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 2016 NOMOR 267
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI

SUMAETRA UTARA 1269 I 20 16l
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BAII XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah
Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha,
tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan datlatau
asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimal<sud
dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentiar sementara kegiatan;
d. denda administratif; dan
e. pencabutan izifl usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapzrn tindakan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAI} xIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal Vo D4SemW\zotb
BUPATI TAPANULI SELATAN,

SY UL M. PASARIBU

.v x/

wr+ Gt-





GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

tBB.742fn6vB
Medan, 2) De,senbr 2or4
Kepada Yth :

Sdr. Bupati Tapanuli Selatal

di-

Sitrirok.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Tembusan disam kepada
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatar;
3. Pertinggal.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.3417272 /2016
tanggal 7 November 2016 Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapaauli Selatan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggutrangal
Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan tel,ah
dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangal yalg berlaku.

Bupati supaya melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
t€rhadap Rancalgan Peraturan Daerah dimaksud, berdasarkan hasil
eva-luasi Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Gubernur ini.

Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan Ranperda dimaksud menjadi Peraturan Daerah, dapat
dilakukan pembatatran oleh Gubernur.

Setelah Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
agar dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Hukum
Setdaprovsu sebanyak 2 (dua) examplar'

Demikian disampaikan untrrk rli'lqksanal<an sebagaimala mestinya'

.4.et .:

IT.H. TEN GKTPERRY N URADI,M.Si
.TJ

Hasi] Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kab. Tapanuli Selatan.



LAMPIRAN SURAT GUBERNUR SUMATERA UTARA
NoMoR ' lB8' 74J /tt 6v8 -
TANGGAL :29 DUer''bc Jotb

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TENTANG PENANGGULANGAN PEI.IYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disempurnakan sehingga ditulis
dan dibaca :

La.mbang Negara (Burung Garuda)

BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENANGGULANGAN PEI\TYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

2. Konsiderans Mengingat :

a. ditambah 1 (satu) rumusan menjadi urutan angka 1 baru, sehingga ditulis

dan dibaca :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. rumusan urutan atg)<a 2 s/d angka 4 lama diubah menjadi rumusan

urutan angka 3 s/d angka 5 baru.

c. rumusan urutan algka 5 lama diubah menjadi rumusan urutan angJr'a 6

baru, kata-kata kedua kalinya diantara kata dlubah dan kata terakhlr

diubah menjadi kata-kata beberapakali.

d. rumusan urutan angka 6 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 7

baru, kata Berlta diantara kata Tambahan dan kata Republtk diubah

menjadi kata Lembaran.

e. rumusan urutan angka 7 s/d angka 9 lama diubah menjadi rumusan

urutan angka 8 s/d angka 10 baru.



3. Konsiderans Menetapkan, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PEI{YALAHGUNAAN NARKOTIKA.

4. Pasal I :

a. ditambah 2 (dua) rumusan menjadi rumusan arlgka 2 dan angka 3 baru,

sehingga ditulis dan dibaca :

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undalg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b. rumusan urutan angka 2lama diubah menjadi rumusan urutan angka 3

baru.

rumusan urutan angka 3 lama diubah menjadi rumusan urutan angka

baru, disempurnakan sehingga secara keseluruhan ditulis dan dibaca :

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

rumusan urutan angka 4 s/d angka 13 lama diubah menjadi rumusail
urutan angka 6 s/d angka 15 baru.

rumusan urutan angka 14 lama diubah menjadi rumusan urutan angka
16 baru, pada awal kalimat penulisan kata Penyalahguna
disempurnakan menjadi kata Penyalahgunaan.

rumusan urutan angka 15 s/d angka 17 lama diubah menjadi rumusan
urutan angka 17 s/d angka 19 baru.

rumusan umtan angka 18 lama diubah menjadi rumusan urutan angka
20 baru, penulisan kata penyalahguna diantara kata' pada dan kata
pecandu disempurnakan menjadi kata penyalahgunaan'

rumusan urutan angka 19 s/d angka 19 lama diubah menjadi rumusan
urutan angka 21 s/d angka 26 baru.

rumusan urutan angka 25 diubah menjadi rumusan urutan arrgka 27

baru, penulisan kata dl hunl diantara kata untuk dan kata dengan
disempurnakan menjadi kata dlhuni.

rumusan urutan angka 26 s/d angka 29 lana diubah menjadi rumusan
urutan angka 28 s/d angka 31 baru.

c

f

d

e

h

1

J



kecil.

11. Pasal 36 :

1. ayat (21, kata. Kabupaten diantara kata Soslal dan kata sebagaimana,
dihapus.

2. ayat (3), disempumakan sehingga ditulis dan dibaca :

a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas
Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas sosial untuk rehabilitasi
sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN;

b. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tembusan disampaikan kepada
BNN;

c. data/informasi kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setiap bulan
dengan tembusan disampaikal kepada BNN;

d. dalam hal BNN menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap
bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; dan

e. data/informasi kegiatan IPWL tingkat Daerah bersumber dari Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Bupati.

3. ayat (4), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

(4) Bupati melaporkan kegiatan IPWL Daerah kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan disampaikan kepada :

a. menteri kesehatan;

b. menteri sosial;

c. badan narkotika nasional;

d. kapolri melalui kaPolres.

12. Pasal 38, kata Kabupaten diantara kata Soslal darr kata BIIN, dihapus dan

pada alhir kalimat kata-kata Tapanuli Selatan, dihapus'

5. Pasal 5 ayat(21 :

a. huruf a, penulisan kata dltemPat diantara kata narkotlka dan kata
yang disempurnakan menjadi kata di tempat.

b. huruf c, penulisan kata dltempat diantara kata pernyataan dan kata
kertas disempurnakan menjadi kata dt temPet, demikian juga
seterusnya.

6. Pasal 20, penulisannya supaya disatukan.

7. Pasal 22, penulisan kata dllingkungan diantara kata StruLtural dan kata
SI(PD disempurnakan menjadi kata dt llngkungan, demikian juga
seterusnya.

8. Pasal 25, penulisannya supaya disatukan.

9. Pasal 32 ayal l2l, katz dalam diantara kata dlmaksud dan kata ayat diubah
menjadi kata pada.

10. Pasal 34, setiap awal kalimat pada huruf a dan huruf b ditulis dengan huruf



HASIL EVAL AS RANCANGAN PERATURAN DI

LAMPIRAN SURAT CUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :

TANGCAL :

AERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TENTANG PENANGGU LANGAN PEI{YALAHGU NAAN NA DI
WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disempurnalan sehingga ditulis
dan dibaca :

Lambang Negara (Burung Garuda)

BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENANGGULANGAN PEI.IYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

2. Konsiderans Mengingat :

a. ditambah 1 (satu) rumusan menjadi urutan angka 1 baru, sehingga ditulis

dan dibaca :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. rumusan urutan angka 2 s/d angka 4 lama diubah menjadi rumusan

urutan angka 3 s/d angka 5 baru.

c. rumusan urutan algka 5 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 6

baru, kata-kata kedua kaltnya diantara kata dlubah dan kata terakhlr

diubah menjadi kata-kata beberapakali'

d.rumusanurutanangka6lamadiubahmenjadirumusanurutanang}<a7
baru, kata Berlta diantara kata Tambahan dan kata Republik diubah

menjadi kata Lembaran.

e. rumusan urutan angka 7 s/d angka 9 lama diubah menjadi rumusan

urutan angka 8 s/d angka 10 baru'



3. Konsiderans Menetapkan, disempurnakal sehingga ditulis dan dibaca :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PEI{YALAHGUNAAN NARKOTIKA.

4. Pasal 1 :

a. ditambah 2 (dua) rumusan menjadi rumusan angka 2 dan angka 3 baru,

sehingga ditulis dan dibaca :

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah ada.lah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

b. rumusarr urutan angka 2 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 3

baru.

c. rumusan urutan angka 3 lama diubah menjadi rumusan urutan angka

baru, disempurnakan sehingga secara keseluruhan ditulis dan dibaca :

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

d. rumusan urutan angka 4 s/d angka 13 lama diubah menjadi rumusan
urutan angka 6 s/d angka 15 baru.

e. rumusan urutan angka 14 lama diubah menjadi rumusarl urutan angka
16 baru, pada awal kalimat penulisan kata Penyalahguna
disempurnakan menjadi kata Penyalahgunaan.

f. rumusan urutan angka 15 s/d angka 17 lama diubah menjadi rumusarl
urutan angka 17 s/d angka 19 baru.

g. rumusan urutan angka 18 lama diubah menjadi rumusan urutan angka
20 baru, penulisan kata penyalahguna diantara kata pada dan kata
pecandu disempurnakan menjadi kata penyalahgunaan.

h. rumusan urutan angka 19 s/d angka 19 lama diubah menjadi rumusan
urutan angka 2l s/d angka 26 baru.

i. rumusan urutan angka 25 diubah menjadi rumusan urutan angka 27

baru, penulisan t<ata ai hunl diantara kata untuk dan kata dengan

disempurnakan menjadi kata dlhunl.

j. rumusan urutan atgka 26 s/d angka 29 lana diubah menjadi rumusan
urutan angka 28 s/d angka 31 baru.



5. Pasal 5 ayat(21 :

a. huruf a, penulisan kata ditempat diantara kata narkotika dan kata
yang disempurnakan menjadi kata di tempat.

b. huruf c, penulisan kata ditempat diantara kata pernyataan dan kata
kertas disempurnakan menjadi kata di tempat, demikian juga
seterusnya.

6. Pasal 20, penulisannya supaya disatukan.

7. Pasal 22, penulisan kata dllingkungan diantara kata Stnrktural dan kata
SKPD disempumakan menjadi kata dt llngkungan, demikian juga
seterusnya.

8. Pasal 25, penulisannya supaya disatukan.

9. Pasal 32 ayat (2), kata dalam diantara kata dlmaksud dan kata ayat diubah
menjadi kata pada.

10. Pasal 34, setiap awal kalimat pada huruf a dan huruf b ditulis dengan huruf
kecil.

11. Pasal 36 :

1. ayat (21, kata Kabupaten diantara kata Sosial dan kata sebagaimana,
dihapus.

2. ayat (3), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas
Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas sosial untuk rehabilitasi
sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN;

b. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tembusan disampaikan kepada
BNN;

c. data/informasi kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setiap bulan
dengan tembusan disampaikan kepada BNN;

d. dalam hal BNN menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap
bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; dan

e. data/informasi kegiatan IPWL tingkat Daerah bersumber dari Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Bupati.

3. ayat (4), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

(4) Bupati melaporkan kegiatan IPWL Daerah kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan disampaikan kepada :

a. menteri kesehatan;

b. menteri sosial;

c. badan narkotika nasional;

d. kaPolri melalui kaPolres.

12.Pasal38,kataKabupatendiantarakataSoslaldankataBNN'dihapusdan
pada alhir kalimat kata-kata Tapanull Selatan, dihapus'



13. Pasal 46, dihapus.

14. Pasal 47 la:rna diubah menjadi Pasal 46 baru, disempurnakan sehingga

ditulis dal dibaca :

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di SiPirok

Pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

Diundangkan di Sipirok

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN...NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

pRovrNsr SUMATERA UTARA ( 261 l2ot6)

15. Supaya dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal pada

Rancangan Peraturan Daerah ini.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

+,
IT.TENGKU ERRY NURADI,M.SI


